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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas
hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum. Dalam negara hukum segala tindakan masyarakat harus berdasarkan
hukum dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya tanpa terkecuali. Kemudian setiap
warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum (equalitiy before

the law) dan wajib menjupg

Pada dasarnya tin r t terjadi danedlepat dilakukan oleh siapa
saja baik itu pria, wanitg
manusia sebagai subjek

kewajiban antara man

tujuannya tanpa harus melanggar hak wewenang khusus yang diberikan hukum
kepada seseorang.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat
adalah tindak pidana penganiayaan. Dalam Undang-Undang tidak memberikan
perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R.Soesilo berpendapat bahwa
menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebakan rasa sakit,



menyebabkan luka-luka.! Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah
perbuatan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.2
Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuataan dengan tujuan menimbulkan
rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur sengaja disini meliputi tujuan
menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan
ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.
Dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan

Perlindungan Anak adalajgsegate Ket ,- erjamin dan melindungi Anak

dan hak-hak nya agar da ‘ ol g ad, dan berpatisipasi secara
optimal sesuai dengan H : i usiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerage

Penganiayaan dimbatealam BAB ),351 sampai dengan Pasal

355 adalah sebagai berik
1. Penganiyaan Biasa Pasal

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut:

a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana

dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

1 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Policia,
Bogor, 1995. hal. 245.
2 poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2013. hal. 48.



c) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun.

d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

e) Percobaaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

2. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan
luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan
aktifitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal
352 KUHP sebagai berikut:

a) Kecuali yang dan Pasal 356, maka

penganiayaan akit atau halangan untuk

menjalankan € aharian, dipidana sebagai
penganiayaan rifgaafide 2 p&fjasa Haling lama tiga bulan atau
pidana denda Jali ima ratus. Pidana dapat
ditambah sepertiga-bagt_orang Ran kejahatan itu terhadap
U AT D ) T
orang yang bekefjé,’éam&‘fﬁé;/vahannya.

b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal
352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu
(penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam
pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju
kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau
hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai

selesai. Disini yang dimaksud adalah pecobaan untuk melakukan

kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur



dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam
penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.
3. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP.
Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai
berikut:

a) Penganiayaan dengan berencana terlebih dulu, dipidana dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.

b) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penganiayaan ber Kibatkary luka berat atau kematian

penganiayaan berencana gpabila U 3t yang dikehendaki sesuai

ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana
tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
4. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP.
Penganiayaan Berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusnya
adalah sebagai berikut:
a) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.



b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh
orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai
ketiga unsure dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang
menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuataan itu melanggar
hukum. Unsur-unsur penganiyaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan),
Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya

(luka berat).

Selanjutnya  menyguts UAYARG-UAdaH 1 Sispermy Peradilan Pidana Anak
dua jenis sanksi, yauti

tindakan, bagi pelaku ti ! bawah 14 (empat belas)

UU SPPA) :

1) Pengembalian kepada orang tua atau wali

2) penyerahan kepada seseorang

3) perawatan di rumah sakit jiwa

4) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(LPKS)

5) kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

6) pencabutan surat izin mengemudi



7) perbaikan akibat tindak pidana
b) Sanksi Pidana
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak

pidana anak terbagi atas pidana pokok dan tambahan (Pasal 71 UU
SPPA) pidana pokok terdiri atas:

1) pidana peringatan

2) pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar

lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan

3) pelatihan kerja

1) perampeSag I ar0leh dari tindak pidana

Selain itu, UU SP U TORE I anak belum berumur 12

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk
(Pasal 21 UU SPPA)
a) menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali
b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun
daerah, paling lama 6 bulan.

5. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP



Penganiayaan Berat Berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang
rumusannya adalah sebagai berikut:
a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,
dipidana penjara paling lama dua belas tahun.
b) Jika perbuataan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Penganiaayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara
penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana
(Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi

dalam penganiayaan bergueananRédiia" B3Rtk pemganipyaan ini haruslah terjadi

a, maka harus terpenuhi

Namun seiring be jra I, ‘faktanyal anak bukan saja menjadi
korban Tindak Penganiayaan;ing anak enjadi pelaku dalam tindak

hendengar kasus Tindak

Penganiayaan terhadap anak. Bahkah® -’di\j";b_élaku tindak penganiayaan
tersebut adalah anak. Sejak tahun 2015 sampai 2018 telah terjadi 17 kasus yang
melibatkan anak sebagai pelaku tindak penganiayaan anak di wilayah Hukum
Kepolisian Polres Padang Panjang, terakhir pada bulan Juni tahun 2018, terjadi
kasus Tindak Penganiayaan di Padang Panjang atas anak sebagai pelaku
berinisial WR 16 tahun terhadap anak sebagai korban berinisial A 16 tahun yang

menyakibatkan anak sebagai korban mengalami luka dibagian kepala. Perbuatan



tindak penganiayaan yang terjadi semakin meresahkan masyarakat dan orang tua,
karena yang menjadi korban dan pelaku adalah anak.?

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat 3, anak yang
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12
tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan perlu penanganan yang

hati-hati karena anak adaigh

hidup manusia dan kebgflang h ba dan negara. Agar kelak
mampu bertanggung jaw@l*da angsa dan negara, setiap
anak perlu mendapatkaj?ke s : al , asnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik™ € ocial, serta kesejahteraan

dan tanggung jawab ang == indar. d flegatif serta terwujudnya

T U ,—\ <
keharmonisan masyarakat kepatutan, ke

£
N A S~

BN
, dan ketertiban umum.

Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 20
antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat
ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yang paling
mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai
Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan

menjauhkan anak dari proses peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

3 Wawancara prapenelitian dengan Brigadir Nofrinaldi, UNIT IDIK 1l Padang Panjang,
dilakukan pada tanggal 28 Maret 2019.



Pasal 1 ayat (6) Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu
menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam
mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang
tidak berdasarkan pembalasan.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1
ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses diluar peadilan pidana.

Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai hak dan

kewajiban sebagai warga ab demi tercapainya cita-

cita bangsa. Ketika seseo pgigyaan, tentunya itu sangat

meresahkan dan mengakid@t ke ingkungan bermasyarakat.

Dalam perkembangannya¥a : dngan dari orang lain agar
bisa melangsungkan hig ara wajar. Kepribadian anak
tergantung dari ia berke‘ -ﬂ lan_dikel j_eh lingkungan hidupnya,
i K;I:a/rga berperan besar karena
merekalah yang langsung atau tidak langsung terus menerus berhubungan dengan
anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan
salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan
hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka
diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat

Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.% Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insasi dan

4 Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2013.
hal. 49.



membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarat yang adil dan
makmur, materil, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
19455

Polisi sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang menyidik,
mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya
sehingga antara tugas dan wewenang dapat bersinergi.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka salah satu pihak yang
bertugas sebagai penegak hukum salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian
diwajibkan mengambil tindakan apabila ada orang yang melakukan tindak pidana

baik itu orang dewasa mpgg: AR P \UsdangrUndang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian F dn bahwa tugas kepolisian

adalah: “Memelihara kea akat, menegakkan hukum

dan memberikan perlind an kepada masyarakat”.

Berdasarkan apa undang-undang, maka

peran kepolisian sangat pe f tindak pidana. Dalam hal

£
\,.;(5-\./

st‘e"r'n';_{beradilan yang mempunyai

I
Ny

ini Polisi sebagai salah sat'u_’bu
peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus
dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena
didalam Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian
dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki Tanggung Jawab untuk
menanggulangi seluruh pelaku Tindak Pidana dalam bentuk upaya maupun
pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat

karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam

® Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Wali pers,
Jakarta, 2011. hal. 1.
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negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada
dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dapat disimpulkan tindak pidana penganiayaan yang kerap dilakukan oleh
anak di dalam lingkungan masyarakat khususnya kota Padang Panjang yang
melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari tindakan penganiayaan
ringan maupun berat sangat banyak. Maka terlepas dari pentingnya peranan orang

tua dan masyarakat secara umum, kepolisian juga berperan penting dalam hal

tersebut.

Atas dasar pemikiragetian! \faF: s M inarptisytertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul PA) .. A )JALAM PENEGAKAN
TERHADAP TINDAK | YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (Studi ar . efglisian Reserse Padang
Panjang)”

B. Rumusan Masalah = ) T ;
(v’{:\““ EDJIATA 4 N “.\*;}:‘i}_l/'
Berdasarkan rumusan masalah’ ah penulis uraikan diatas, maka

dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh
Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang Panjang ?

2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang

Panjang ?
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3. Apakah kendala kepolisian dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Oleh Anak Yang Dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian
Kota Padang Panjang ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan
oleh anak di wilayah hukum Polres Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan terhadap

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada wilayah

dalam peneg ’ of ehpaniayaan yang dilakukan

oleh anak dijw

D. Manfaat penelitian
Penelitian ini dihaf@pkan mMeEmpun bagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara
ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan

ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan
menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.

b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai
efektifitas penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan

hukum pidana.

12



2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum/polisi dan masyarakat
secara umum terkait peranan masing-masing pihak dalam menanggulangi
penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Koseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

~UNIVERSITAS ANDA DS

untuk peneliti.

@langan kejahatan dapat

dilakukan o a dalam penanggulangan

dapat diambi-l.ibéf)e ' - dh!kah terpadu, meliputi langkah
penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).”®
Menurut G.P. hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi
Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh
dengan:
1) Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without

punishmen);

6 http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.htm, diakses
pada tanggal 9 april 2018 pada pukul 12.04 Wib.
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3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan lewat media massa
(influencing views of society on crime and

punishment/mass media).”

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan adanya
upaya melindungi  kepentingan  seseorang dengan  cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam
kepentingannya tersebut.® Selanjutnya dikemukakan pula bahwa

salah satu sifatedlan3&RaLIGUs pakamrfujuan dari hukum adalah

memberikan [§kin i epada masyarakat. Oleh
asyarakat tersebut harus
diwujudkan jéals J ‘ lan hukum. Tetapi yang
paling relevan @ : ati Philipus M. Hadjon. Dia

gi rakyat berupa tindakan

5,
~Nru

pemerintah yang b

WS

‘5&?'1{_repsesif.9 Bersifat preventif
artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan
pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan
pencegahan. Sedangkan besifat represif artinya pemerintah harus
lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan

atas pelanggaran yang terjadi.

" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Fajar Interpratama,
Semarang, 2011. hal. 45.

8 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983. hal. 21.

° Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina llmu, Surabaya,
1987. hal. 4-5.
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2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara

konsep-konsep yang akan diteliti.

a)

b)

Upaya

Upaya adalah adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu
maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).
Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian

ang dilaksanakan untuk
suatu keadaan mencakup
Paya untuk memperbaiki
perilaku ses-é.d'r’élvréig ang ‘azlﬁr';i;akan bersalah (sebagai
narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan, dengan kata lain upaya
penanngulangan penganiayaan dapat dilakukan secara preventif dan
refresif. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna

untuk meminilimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi

agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.°

10 http://raypratama.blogspot.Upaya-Penanggulangan- Kejahatan.com.diakses tanggal 11
April 2019 pukul 11.05 Wib.
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d) Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit,
kadang-kadang juga delisct yang berasal dari bahasa latin delictum.
Hukum pidana negara-negara anglo-saxon memakai istilah offense
atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP
Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslinya pun
sama yaitu strafbaar feit.!!

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno,
strafbaar heit adalah kelakuan (handeling) yang diancam pidana,

mbungan dengan kesalahan

dan yang dilHRiikan.o h orang \ : bertanggung jawab.?

llut tindak pidana dengan

istilah perbya dfa 3 an. pi adalah perbuatan yang
oleh suatu afuranst : cam pidana.® Jadi tindak
larangan maﬁa dlser i (éahk3|) yang berupa pidana
tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.4
Tindak Pidana Penganiayaan

Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai
berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau
luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap

1 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hal. 86.
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hal. 54.

13 |bid

14 Sukardi, Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu, Restu Agung, Jakarta, 2009. hal. 6.
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sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga
keselamatan badan.™

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan
adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan
sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah
melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki
kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan
suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka
pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya

merugikan

Di dé P2 . ;. (epgan tindak pidana terhadap
tubuh diseb 18Adenai arti dan makna kata
penganiayaa 2 perbedaart diantara para ahli hukum
dalam memgahar ikan sebagai “perbuatan

yang dilakukgn=dengan sen fnimbulkan rasa sakit atas

f) Anak
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.

5Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan

prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hal. 5.

8http:// makalah-hukum-pidana.blogspot/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.com
diakses pada tanggal 9 April 2019 jam 10.05 Wib.
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Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, dikategorikan Anak adalah mereka
yang berusia di bawah 18 tahun ( Pasal 1 ayat 3, 4 dan 5)
F. Metode Penelitian
Dalam usaha memcahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu
adanya metode pelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada
beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:
1. Pendekatan Masalah
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis
sosiologis yaitu pendekatageiyari FAHARIKAN $ersagtamy norma hukum yang

berlaku dihubungkan den N ......

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang
deskriptif, ditujukan untuk
masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam
bentuk dokumen dan data pendukung lainnya yang kemudian diolah
oleh peneliti. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan

dengan mewawancarai mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan

masalah yang diteliti.
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2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan
peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupa penelitian
Kepustakaan (library research). Dalam penelitian kepustakaan inin
akan mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur
berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan

masalah diteliti. Penelitian kepustakaan ini berupa :

\cara Pidana

Tahun 2002 Tentang

ang| g f Tahun 2014 Tentang
~Cnpoa KEDLATAA NI
perub'hamatﬁs“'*(JMUﬁ'dang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang perlindungan anak.

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
3) Data Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang
bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan
kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpul data
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Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan

melakukan kegiatan sebagai berikut:

a.

b.

Studi dokumen atau studi kepustakaan, meliputi studi bahan-bahan
hukum vyang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder,dan bahan hukum tersier.

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara
pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau
sumberdata. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang

menempati fegydoR4A"Ya 1 DPhéda jatam pihak berfungsi sebagai

pencari info atau penanya 3 -n’-‘]) t interviewer, sedangkan
dri informasi atau disebut

dengan resgofiden. eli alaukan wawancara dengan

tersebut diolah dengan cara Editing. Editing merupakan proses
penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi
dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat
meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data hendak dianalisis.
Data yang telah didapat di lapangan selanjutnya dilakukan
pengendalian terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data
yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap untuk mendukung

pemecahan masalah yang telah dirumuskan.
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Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif
yaitu data yang dapat dianalisis dengan mengunakan kata-kata untuk menjawab
permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat dilapangan sehingga

dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.
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